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PERATURAN DAEMH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 rnnUru 2-ott

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMAMN UDAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa pencemaran udara di Provinsi Sumatera Utara telah

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sehingga

menyebabkan menurunnya kualitas udara dan daya dukung

lingkungan;

bahwa agar kualitas udara tidak semakin menurun dan udara dapat

bermanfaat sebesar-besarnya bagi manusia dan makhluk hidup

lainnya, maka udara perlu dipelihara, diiaga dan dijarnin mutunya

melalui pengendalian pencemaran udara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaKud dalam

huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pengendalian Pencemaran Udara;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327il;
Undang-Undang Nomor B Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 4L Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2A04 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +a]f);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor LZ Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan lalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5025);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

50ae);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor !4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5188);

13. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523il;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 59);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3853);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian

Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan

Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau lahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4$75);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2A07 bntang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AQ7 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2005

tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008

tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/

Atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal;

21, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 tahun 2009

tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe

Baru;

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 20Ag

tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru;

23. Peraturan Menteri Negara Ungkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009

tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha

Dan/Atau Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi;

24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/

MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;

25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nornor KEP-48/

MENLHI 1 1 / 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;

26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-491

MENLH/I11L996 tentang Baku Tingkat Getaran;

27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/

MENLHlll lL996 tentang Baku Tingkat Kebauan;

28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-451

MENLHI10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara;

29. Keputusan Menteri Negara Ungkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2AA4

tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk;
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30, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas*Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menJadi

kewenangannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bercama

DEWAN PERWAKIIAN RAIffAT DAEMH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

4. Instansi yang beflanggung jawab adalah instan$ dalam organisasi

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang membidangi

lingkungan hidup.

5. Eadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha rnaupun yang tidak melakukan

Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perserCIan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasn, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetaP.
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Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi,

danlatau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan

manusia, sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah

ditetapkan.

Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang

terjadi di dalam gedung dan transportasi umum akibat paparan sumber

pencemar yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.

Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau

penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara sesuai

dengan baku mutu yang ditetapkan.

Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang

mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan

terlarnpauinya baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.

Udara ambien adalah udara bebas di permuloan bumi pada lapimn

troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia

yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk

hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain

yang ada di udara bebas.

Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat

pada saat dilakukan inventarisasi.

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi,

danlatau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien'

Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar

udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.

Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari

suatu kegiatan yang masuk danlatau dimasukkannya ke dalam udara

ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai

unsur pencemar.

Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke

udara ambien.

Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang

mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak speSifik,

sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.

Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap

pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.

Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang bergerak atau

tidak tetap pada suatu ternpat yang berasal dari kereta api, pesawat

terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya.

Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu

tempat.

12.

9.

10.

11.

13.

15.

16.

L7.

18.

19.

14.

20.


